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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 58 TAHUN 2013 
TENTANG 

PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN DAN PELABUHAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan 
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan 
Lingkungan Maritim, perlu menetapkan Peraturan Menteri 
Perhubungan tentang Penanggulangan Pencemaran di 
Perairan dan Pelabuhan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4849); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang 
Perkapalan (Lembaran Negara Republik  Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4227); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang 
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5070); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang 
Perlindungan Lingkungan Maritim (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5109); 

5. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 tentang 
Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak 
di Laut; 

6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi  Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi,  Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara  sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 
Tahun 2011; 

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Perhubungan; 

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit 
Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 
Tahun 2011; 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Pelabuhan Batam sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 47 Tahun 
2011; 

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 
2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk 
Kepentingan Sendiri; 

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Kesyahbandaran Utama; 

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Otoritas Pelabuhan Utama; 
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14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun 
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan; 

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 355 
Tahun 2008 tentang Pembentukan Pusat Komando 
dan Pengendali Nasional Operasi Penanggulangan 
Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut 
(PUSKODALNAS); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DI PERAIRAN DAN 
PELABUHAN. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Penanggulangan Pencemaran di Perairan dan Pelabuhan adalah segala 
tindakan yang dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu serta 
terkoordinasi untuk mengendalikan, mengurangi, dan membersihkan 
tumpahan minyak atau bahan lain ke perairan dan pelabuhan untuk 
meminimalisasi kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut. 

2. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan 
kepulauan dan perairan pedalamannya. 

3. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan 
pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, 
keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau 
barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan 
intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional 
dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah. 

4. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan 
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan 
dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal 
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, 
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan 
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang 
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda 
transportasi. 

5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang 
digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, 
ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung 
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dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan 
bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. 

6. Unit Kegiatan Lain adalah pengelola unit pengeboran minyak dan 
fasilitas penampungan minyak di perairan.  

7. Minyak adalah minyak bumi dalam bentuk apapun termasuk minyak 
mentah, minyak bahan bakar, minyak kotor, kotoran minyak, dan hasil 
olahan pemurnian seperti berbagai jenis aspal, bahan bakar diesel, 
minyak pelumas, minyak tanah, bensin, minyak suling, naptha, dan 
sejenisnya. 

8. Bahan Lain adalah bahan selain minyak yang dapat mencemari 
perairan.  

9. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya minyak dan/atau 
bahan lain ke dalam perairan dan pelabuhan sehingga melampaui 
baku mutu yang ditetapkan. 

10. Prosedur Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut 
Prosedur adalah pengaturan mengenai struktur, tanggung jawab, 
tugas, fungsi, dan tata kerja organisasi operasional, sistem pelaporan, 
komunikasi dan pedoman teknis operasi penanggulangan pencemaran. 

11. Personil Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut 
Personil adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di unit kegiatan 
lain dan pelabuhan untuk melakukan tugas penanggulangan 
pencemaran. 

12. Peralatan dan Bahan Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya 
disebut Peralatan dan Bahan adalah peralatan dan bahan yang 
digunakan sebagai sarana penanggulangan pencemaran. 

13. Latihan Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya disebut Latihan 
adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan 
dan/atau keahlian personil dalam rangka kesiagaan penanggulangan 
pencemaran. 

14. Penilaian (Assesment) Penanggulangan Pencemaran yang selanjutnya 
disebut Penilaian adalah suatu proses yang sistematis untuk 
mengumpulkan dan menganalisa data sebagai dasar penyusunan 
prosedur penanggulangan pencemaran. 

15. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut. 

16. Menteri adalah Menteri Perhubungan. 
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